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Jurnal penelitian ini mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 560 K/Pdt.Sus-
Pailit/2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang perkara perdata antara PT. Bank UOB 
Indonesia sebagai Pemegang Hak Tanggungan atas Sertifikat Hak Milik atas tanah dan 
bangunan yang semula milik Debitor pailit melawan Irfan Surya Harahap, S.H. selaku 
Kurator Bun Hui (dalam Pailit). Dalam putusannya, Majelis Hakim tingkat kasasi 
membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dan 
menyatakan bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan telah salah 
menerapkan hukum. Dengan adanya intervensi dari Tergugat dalam perkara gugatan 
actio pauliana, terdapat fakta atau keadaan yang tidak dapat dibuktikan secara 
sederhana. Dasar gugatan Penggugat adalah dugaan perbuatan melanggar hukum 
karena tergugat tidak bersedia menyerahkan Sertifikat Hak Milik atas tanah dan 
bangunan yang menjadi boedel pailit dalam putusan pailit dan permasalahan hukum 
dalam perkara tersebut dibutuhkan tahap pembuktian selanjutnya. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui apakah yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang 
dapat dibuktikan secara sederhana dalam kepailitan dan untuk mengetahui 
perlindungan hukum atas kedudukan kreditor separatis dalam kepailitan. Metode 
penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-
undangan dan pendekatan kasus berupa putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap. Hasil penelitian diperoleh bahwa yang dimaksud dengan fakta 
atau keadaan yang dapat dibuktikan secara sederhana adalah persyaratan yang harus 
dipenuhi untuk dinyatakan pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dinyatakan 
dalam Pasal 8 ayat (4) dan penjelasan Pasal 2 yaitu adanya fakta dua atau lebih 
kreditor dan fakta utang yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar. Sedangkan 
perlindungan hukum atas kedudukan kreditor separatis dalam kepailitan diatur dalam 
Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang 
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, namun ketiga Pasal tersebut 
dalam ayat-ayat tertentu terdapat tidak konsistennya dalam memberikan kepastian 
terhadap hak kreditor separatis. 
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ABSTRACT 
This research journal examines the Supreme Court Decision Number 560 K/Pdt.Sus-
Pailit/2021 dated June 30, 2021 about civil cases between PT. Bank UOB Indonesia 
as the Mortgage Holder for the Certificate of Ownership of the land and buildings that 




the Curator of Bun Hui (in Bankruptcy). In their decision, the panel of judges at the 
cassation level overturned the decision of the Commercial Court at the Medan District 
Court and stated that the Commercial Court at the Medan District Court had 
misapplied the law. With the intervention of the Defendant in the actio pauliana 
lawsuit, there are facts or circumstances that cannot be simply proven. The basis of 
the Plaintiff's lawsuit is the alleged violation of the law because the defendant is not 
willing to submit a Certificate of Ownership to the land and buildings that are 
declared bankrupt in the bankruptcy decision and the legal problems in this case 
require a further proof stage. The purpose of this study is to find out what is meant by 
facts or circumstances that can be simply proven in bankruptcy and to find out the 
legal protection for the position of separatist creditors in bankruptcy. The research 
method used is normative juridical with a statutory approach, and a case approach in 
the form of court decisions that have permanent legal force. The results of the 
research show that what is meant by facts or conditions that can be simply proven are 
the requirements that must be met to be declared bankrupt based on Law Number 37 
of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations as stated 
in Article 8 paragraph (4) and the explanation of Article 2, namely the fact that there 
are two or more creditors and the fact that debts have fallen due and have not been 
paid. Meanwhile, legal protection for the position of separatist creditors in bankruptcy 
is regulated in Article 55, Article 56 and Article 59 of Law Number 37 of 2004 
concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, but the three 
Articles in certain paragraphs are inconsistent in providing certainty to separatist 
creditor rights. 
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A. Latar Belakang Masalah 
 
Pemberian kredit oleh bank pada dasarnya harus dilandasi dengan keyakinan 
atas kemampuan dan kesanggupan penerima kredit dalam membayar angsuran kredit. 
Pemberian kredit dituangkan dalam suatu akta perjanjian kredit antara bank sebagai 
kreditur dan penerima kredit sebagai debitor yang diikuti dengan pengikatan jaminan. 
Jaminan adalah tanggungan yang diberikan oleh debitor dan atau pihak ketiga kepada 
kreditur karena pihak kreditur harus mempunyai keyakinan akan pembayaran dan 
pelunasan terhadap kredit. Jaminan yang umum diminta oleh bank adalah jaminan 
berupa hak milik atas tanah bersertifikat yang diikat dengan Hak Tanggungan. Hak 
tanggungan merupakan Perjanjian tambahan yang dilekatkan kepada Perjanjian Kredit 
antara Kreditor dengan Debitor. Hak Tanggungan berfungsi untuk menjamin dan 
melindungi kedua belah pihak terutama kreditor.  
Kemudian apabila dalam proses pelunasan atas pinjaman atau kreditnya 
tersebut mengalami kesulitan, debitor dapat melakukan penyelesaian melalui proses 
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau dapat dipailitkan. Pailit 
merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-
pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya.1 Keadaan tidak mampu 
membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan keuangan dari usaha debitor yang 
telah mengalami kemuduran. Penyelesaian utang-piutang antara debitor dengan 
 





kreditor melalui lembaga kepailitan dapat dilakukan sebagai salah satu alternatif 
penyelesaian utang-piutang. Lembaga kepailitan yang dimaksudkan ialah Pengadilan 
Niaga (Commercial Court) dimana bertugas dalam hal menangani permohonan 
pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Kepailitan yang 
dimaksudkan bertujuan untuk menghindari terjadinya sitaan yang dilakukan secara 
terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditor dan menggantikannya dengan 
mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitor dapat dibagikan kepada semua 
kreditor sesuai dengan hak masing-masing. 
Terdapat permasalahan yang seringkali harus dihadapi oleh para kreditor di 
dalam kepailitan. Para kreditor sering mendapat permasalahan untuk mendapatkan 
pelunasan piutangnya terhadap debitor yang telah dinyatakan pailit, disebabkan karena 
adanya itikad tidak baik dari debitor untuk mengalihkan aset harta kekayaan yang 
dimilikinya atau segala upaya debitor pailit yang dilakukan untuk menghambat 
pengurusan dan pemberesan harta kekayaan pailit (boedel pailit) oleh kurator. 
Permasalahan lain yang mungkin dihadapi adalah adanya itikad buruk atau 
ketidakmampuan dari hakim pengawas dan kurator dalam melakukan pengurusan dan 
pemberesan harta kekayaan pailit (boedel pailit), kemudian apabila harta kekayaan 
milik debitor pailit tidak cukup untuk melunasi segala utang-utangnya kepada para 
kreditornya, terlebih apabila kreditor konkuren tersebut dihadapkan dengan situasi 
adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang juga memiliki piutang kepada 
debitor, mengingat menurut Pasal 1132 dan 1133 KUH Perdata para kreditor 
pemegang hak jaminan kebendaan (secured creditor) memiliki hak untuk 
mendapatkan pelunasan piutang yang dimilikinya dari harta kekayaan debitor pailit 
secara terlebih dahulu daripada kreditor konkuren (unsecured creditor). 
Ada banyak kasus yang berkenaan dengan kepailitan antara debitor, kreditor 
dan kurator. Salah satu contoh kasus yang penulis ambil sebagai bahan kajian dalam 
penelitian ini yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 560 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 
Tanggal 30 Juni 2021 dimana PT. Bank UOB Indonesia (pemohon kasasi dulu 
tergugat) melawan Irfan Surya Harahap, S.H. (termohon kasasi dulu penggugat) selaku 
Kurator Bun Hui (dalam Pailit). PT Bank UOB Indonesia adalah Pemegang Hak 
Tanggungan atas Sertifikat Hak Milik atas tanah dan bangunan yang semula milik 
Debitor pailit Bun Hui, Penggugat dalam gugatannya adalah bahwa tergugat tidak 
bersedia menyerahkan Sertifikat Hak Milik atas tanah dan bangunan tersebut atas 
nama Arifin Tjhin yang berdasarkan putusan actio pauliana yaitu Putusan Pengadilan 
Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dan menyatakan tanah dan bangunan semula 
milik Debitor pailit Bun Hui sebagai boedel pailit Bun Hui (dalam pailit). Mahkamah 
Agung mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga 
pada Pengadilan Negeri Medan tersebut karena pada perkara tersebut terdapat fakta 
atau keadaan yang tidak dapat dibuktikan secara sederhana. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai 
berikut:  
1. Apakah yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang dapat dibuktikan 
secara sederhana dalam kepailitan? 
2. Bagaimana perlindungan hukum atas kedudukan kreditor separatis dalam 
kepailitan?  
 




Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan 
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Obyek Penelitiannya adalah 
putusan Mahkamah Agung Nomor 560 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 tanggal 30 Juni 2021. 
Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer (putusan 
pengadilan) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan laporan hasil penelitian) 
melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara 
kualitatif lalu kemudian dipaparkan secara deskriptif agar menjawab permasalahan 
dalam tulisan ini. 
 
D. Tinjauan Pustaka 
1. Kepailitan 
Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitur yang mempunyai 
kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, 
dalam hal ini adalah pengadilan niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat 
membayar utangnya, Harta debitur dapat dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan 
peraturan perundangan yang berlaku.2  
Sedangkan kepailitan menurut para ahli adalah sebagai berikut:3 
a. Menurut Kartono, kepailitan diartikan sebagai “Suatu sitaan dan eksekusi atas 
seluruh harta kekayaan semua kreditur-krediturnya bersama-sama yang pada waktu 
si debitur dinyatakan pailit mempunyai piutang dan untuk jumlah yang masing-
masing kreditur dimiliki pada saat itu.” 
b. Menurut Memorie Van Toelichting: ”Kepailitan adalah suatu pensitaan 
berdasarkan hukum atas seluruh harta kekayaan siberutang guna kepentingannya 
bersama para yang mengutangkan” 
Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 
menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Kepailitan adalah sita umum atas semua 
kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator 
di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 
ini. 
 
2. Hak Tanggungan 
Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 
(UUHT) disebutkan bahwa hak tanggungan atas tanah dan beserta dengan benda-
benda yang terkait dengan tanah yang selanjutnya disebut dengan hak tanggungan, 
adalah hak jaminan yang dibebankan kepada hak atas tanah sebagimana dimaksud 
dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 
Agraria, berikut atau tidak berikut kepada benda-benda lain yang merupakan satu 
kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan 
kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain.4 Dari 
definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas 
tanah untuk pelunasan utang tertentu yang dapat dibebankan pada hak atas tanah, 
dengan atau tanpa benda diatasnya serta memberikan kedudukan yang diutamakan 
 
2 Susanto, dkk, Pengantar Hukum Bisnis, Unpam Pres, Tangerang Selatan, 2019, hlm. 146 
3 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Kepailitan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 16 




kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lainnya.5 Objek hak tanggungan 
adalah hak atas tanah, yaitu: Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan. 
 
3. Jenis-jenis Kreditor 
Perkara kepailitan akan berkaitan juga dengan masalah hak jaminan yang dimiliki 
oleh Kreditor, baik berupa jaminan yang bersifat umum sebagaimana diatur dalam 
Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata ataupun yang bersifat khusus, seperti Hak Gadai, 
Hak Jaminan dan Fidusia. Dalam Pasal 1131 KUHPerdata dikatakan: “Segala 
kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang 
sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala 
perikatan perseorangan. Pasal 1132 KUHPerdata yaitu: “Kebendaan tersebut menjadi 
jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan 
penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar 
kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada 
alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.” 
Menurut UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan, pengertian Kreditor adalah 
orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat 
ditagih di muka pengadilan. Dalam peraturan perundang-undangan dikenal ada tiga 
jenis kreditor yaitu: 
1. Kreditor Preferen 
Kreditor preferen merupakan kreditor yang memiliki hak istimewa atau hak 
prioritas. Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menentukan 
bahwa “Hak istimewa adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan 
kepada seorang berpiutang, sehingga tingkatnya lebih tinggi dari orang berpiutang 
lainnya, yang semata-mata dikarenakan sifat piutangnya”. Ketentuan awal dalam 
KUH Perdata tentang hak istimewa diatur dalam Pasal 1137 paragraf 1, yaitu “Hak 
dari Kas Negara, Kantor Lelang dan lain-lain Badan Umum yang dibentuk oleh 
Pemerintah, untuk didahulukan, tertibnya melaksanakan hak itu, dan jangka waktu 
belangsungnya hak tersebut, diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang 
mengenai hal-hal itu”. Kemudian diatur tentang hak istimewa tentang benda-benda 
tertentu dan mengenai seluruh benda. Apa saja hak istimewa tentang benda-benda 
tertentu diatur dalam Pasal 1139 KUH Perdata dan hak istimewa mengenai seluruh 
benda diatur dalam Pasal 1149 KUH Perdata. 
2. Kreditor Separatis 
Kreditor separatis merupakan Kreditor yang memegang hak jaminan kebendaan 
seperti gadai, hak tanggungan, fidusia, dan hipotik. Hal ini sesuai dengan Pasal 55 
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 
Kewajiban Pembayaran Utang. Separatis berkonotasi pemisahan karena 
kedudukan kreditor tersebut memang dipisahkan dari kreditor lainnya, dalam arti 
dia dapat menjual dan mengambil sendiri dari hasil penjualan yang terpisah dengan 
harta pailit umum lainnya.6 
3. Kreditor Konkuren. 
Kreditor Konkuren merupakan kreditor yang tidak memegang hak jaminan 
kebendaan, tetapi kreditor ini memiliki hak untuk menagih debitor berdasarkan 
perjanjian. Namun dalam pelunasan piutang, kreditor konkuren mendapatkan 
 
5 Titie Syahnaz Natalia, Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan 





pelunasan yang paling terakhir setelah kreditur preferen dan kreditur separatis 
terlunasi piutangnya. Kedudukan kreditur dalam jaminan perseorangan ini tidak 
diberikan suatu privilege atau kedudukan istimewa diatas kedudukan kreditur 
lainnya 
Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat 
mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas 





1. Kasus Posisi 
Dalam putusan Nomor 560 K/Pdt.Sus-Pailit/2021, ringkasan perkaranya adalah 
para pihak yang berperkara yaitu antara PT. Bank UOB Indonesia (pemohon kasasi 
dulu tergugat) melawan Irfan Surya Harahap, S.H. (termohon kasasi dulu penggugat) 
selaku Kurator Bun Hui (dalam Pailit). PT Bank UOB Indonesia adalah Pemegang 
Hak Tanggungan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1075/Glugur Darat I berkaitan 
dengan Jaminan Fasilitas Kredit yang telah diterima oleh Arifin Tjhin selaku Debitur 
sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit Nomor 41 tanggal 14 Maret 2017 yang dibuat di 
hadapan Notaris dan PPAT-Medan. Kurator dari Bun Hui (dalam pailit) telah 
mendalilkan bahwa PT. Bank UOB Indonesia selaku tergugat tidak bersedia 
menyerahkan Sertifikat Hak Milik yang menjadi jaminan fasilitas kredit tersebut yang 
berdasarkan putusan actio pauliana yaitu Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan 
Negeri Medan Nomor 1/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2018/PN.Niaga Mdn., juncto Nomor 
16/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Mdn., juncto Nomor 89 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 
menyatakan Akta Jual Beli Nomor 144/2017 tanggal 14 Maret 2017 yang dibuat di 
hadapan  Notaris dan PPAT- Medan (in casu Turut Tergugat) dan menyatakan tanah 
dan bangunan semula milik Debitur pailit Bun Hui yang dikenal dengan Sertifikat Hak 
Milik Nomor 1075/Glugur Darat I tersebut sebagai boedel pailit Bun Hui (dalam 
pailit). 
PT. Bank UOB Indonesia mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 
Desember 2020. Pemohon kasasi meminta agar Mahkamah Agung Membatalkan 
Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Reg. Nomor 3/Pdt.Sus-
Lain-Lain/2020/PN Niaga Mdn Juncto Nomor 16/Pdt.SusPKPU/2017/PN.Niaga Mdn 
tanggal 30 November 2020 dan mengadili sendiri yaitu menolak gugatan 
Penggugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan 
gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat diterima (niet onvankelijke 
verklaard). 
Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi PT Bank UOB Indonesia 
dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 
3/Pdt.Sus-lain lain/2020/PN Niaga Mdn., tanggal 30 November 2020 dengan 
pertimbangan setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 7 Desember 
2020 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Niaga 
pada Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum. Dengan adanya 
intervensi dari Tergugat dalam perkara actio pauliana menunjukkan bahwa dalam 
perkara gugatan actio pauliana terdapat fakta atau keadaan yang tidak dapat 
dibuktikan secara sederhana. Dalam perkara a quo, dasar gugatan Penggugat a quo 
adalah dugaan perbuatan melanggar hukum Tergugat yang tidak bersedia 




dalam perkara tersebut dibutuhkan tahap pembuktian selanjutnya. Karena terdapat 
fakta atau keadaan yang tidak dapat dibuktikan secara sederhana, sehingga sesuai 
dengan Pasal 3 ayat (1) berikut penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena alasan 
pengajuan gugatan lain-lain oleh Penggugat dilandasi oleh perbuatan melanggar 
hukum Tergugat yang pembuktiannya tidak sederhana, maka pengadilan niaga tidak 
berwenang mengadili perkara a quo dan pengadilan yang berwenang mengadili adalah 
pengadilan negeri. 
 
2. Fakta atau Keadaan yang Dapat Dibuktikan Secara Sederhana Dalam 
Kepailitan. 
Kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas 
seluruh kekayaan Debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di 
kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh Kurator di 
bawah pengawasan Hakim Pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil 
penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang Debitor pailit 
tersebut secara proporsional dan sesuai dengan struktur Kreditor. Pasal 21 Undang-
Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 
Utang menyebutkan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat 
putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama 
kepailitan. Pasal 21 merupakan pelaksanaan dari Pasal 1131 KUHPerdata yang 
menunjukkan bahwa seluruh harta kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun yang 
tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, 
menjadi tanggungan (agunan) bagi seluruh utang debitor. 
Permohonan pailit yang dikabulkan adalah yang memenuhi persyaratan untuk 
dinyatakan pailit. dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan sebagai berikut: “Permohonan 
pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti 
secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.” Yang dimaksud dengan fakta atau keadaan 
yang terbukti secara sederhana dalam penjelasan pasalnya adalah adanya fakta dua 
atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. 
Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang didalihkan oleh pemohon pailit dan 
termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.  
Pembuktian secara sederhana ini merupakan persyaratan kepailitan. Yang 
harus dibuktikan secara sederhana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, yaitu: 
1.  Ada dua atau lebih kreditor. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena 
perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Kreditor 
di sini mencakup baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor 
preferen.  
2.  Ada utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih yang tidak dibayar lunas oleh 
debitor. Artinya adalah ada kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh 
waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya 
sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang 
berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.  
Yang dimaksudkan dengan pembuktian sederhana adalah pembuktian 
sederhana mengenai : Eksistensi dari satu utang debitor yang dimohonkan kepailitan, 




dimohonkan kepailitannya. Terhadap kedua hal diatas adalah yang harus dapat 
dibuktikan sebagai beban pembuktian dari pemohon PKPU maupun Pailit.7  
Pembuktian sederhana memiliki dua kedudukan di dalam permohonan 
pernyataan pailit. Pertama, pembuktian sederhana merupakan elemen penunjang untuk 
membuktikan terpenuhinya kedua syarat utama dalam pengajuan permohonan pailit 
sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan. Selain itu, syarat 
pembuktian sederhana juga berlaku sebagai syarat mutlak yang harus dipenuhi agar 
hakim dapat  mengabulkan suatu permohonan pernyataan pailit. Adanya syarat 
pembuktian sederhana merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap hak dari 
kreditur yang memiliki piutang terhadap debitur. Sebab, adanya syarat pembuktian 
sederhana dapat meringankan beban pembuktian dari pihak kreditur dimana dengan 
adanya ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan pihak kreditur cukup untuk 
memberikan bukti yang jelas menunjukkan bahwa debitur memiliki utang yang telah 
jatuh tempo dan dapat ditagih serta debitur yang dalam hal ini menjadi pihak 
Termohon Pailit terbukti memiliki utang yang tidak sanggup untuk dibayarkan 
terhadap dua atau lebih kreditur tanpa perlu memikirkan variabel-variabel lainnya 
untuk dibuktikan. 
Pada putusan Mahkamah agung Nomor 560 K/Pdt.Sus-Pailit/2021, persyaratan 
kepailitan tidak terpenuhi karena permasalahan hukum dalam perkara tersebut 
dibutuhkan tahap pembuktian selanjutnya. Karena terdapat fakta atau keadaan yang 
tidak dapat dibuktikan secara sederhana, dalam perkara a quo, dasar gugatan 
Penggugat a quo adalah dugaan perbuatan melanggar hukum Tergugat yang tidak 
bersedia menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1075/Glugur Darat I. sehingga 
sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) berikut penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 
2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena 
alasan pengajuan gugatan lain-lain oleh Penggugat dilandasi oleh perbuatan melanggar 
hukum Tergugat yang pembuktiannya tidak sederhana, maka pengadilan niaga tidak 
berwenang mengadili perkara a quo dan pengadilan yang berwenang mengadili adalah 
pengadilan negeri. 
 
3. Perlindungan Hukum Atas Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Kepailitan 
Dalam hal adanya perjanjian kredit antara bank sebagai kreditur dan penerima 
kredit sebagai debitor yang diikuti dengan pengikatan jaminan berupa hak milik atas 
tanah bersertifikat adalah hak jaminan kebendaan yang diikat dengan Hak 
Tanggungan. Hak jaminan kebendaan adalah hak tanggungan dan kreditor yang 
memegang hak tanggungan merupakan kreditor separatis. Kreditor separatis ini 
mempunyai preferensi terhadap hak tanggungan yang dipegangnya. 
Kedudukan kreditor separatis seperti yang dijelaskan sebelumnya merupakan 
kreditor yang terpisah dari kreditor-kreditor lainnya dalam hal mengeksekusi barang 
jaminan milik debitor.  Kreditor separatis memiliki hak separatis yaitu hak yang 
diberikan oleh hukum kepada Kreditor pemegang jaminan, bahwa barang jaminan 
(agunan) yang dibebani dengan hak jaminan (hak agunan) tidak termasuk harta pailit. 
Pemberian hak ini bertujuan memberikan perlindungan kepada Kreditor manakala 
Debitor pailit. Kreditor separatis dapat melaksanakan segala haknya yang 
diperolehnya termasuk hak untuk diutamakan bagi Kreditornya.  
Dalam hak-hak Kreditor separatis terkandung unsur-unsur:8  
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1. Kreditor diberikan hak secara ex lege;  
2. Hak timbul dari hak jaminan kebendaan;  
3. Kreditor memiliki hak jaminan kebendaan;  
4. Kreditor mempunyai kedudukan di dahulukan dari Kreditor konkuren; 
5. Debitor telah dinyatakan pailit;  
6. Kreditor tidak terkena akibat Debitor pailit;  
7. Hak jaminan tidak termasuk harta pailit;  
8. Kreditor dapat melaksanakan eksekusinya terhadap benda jaminan;  
9. Kreditor mempunyai kewenangan untuk menjual dan menerima hasil 
penjualannya yang terpisah dari harta pailit; dan  
10. Wilayah peng-adilan yang berwenang menerima, memeriksa, memutuskan 
adalah Pengadilan Niaga. 
Pasal 55 ayat (1) menyebutkan bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap kreditor 
pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas 
kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-seolah tidak terjadi kepailitan. 
Dari ketentuan tersebut Kreditor separatis memiliki hak untuk melakukan eksekusi 
objek jaminannya seolah-olah tanpa terjadinya kepailitan. Obyek jaminan tersebut 
terpisah dengan harta pailit. Kreditor separatis mengambil sebesar piutangnya dan 
sisanya diserahkan ke Kurator sebagai boedel pailit atau harta pailit. Pemberian hak ini 
adalah bertujuan memberikan perlindungan kepada Kreditor manakala Debitor pailit. 
Kreditor separatis dapat melaksanakan segala haknya yang diperolehnya termasuk hak 
untuk diutamakan bagi Kreditornya. Dan Pasal 56 ayat (1) Hak eksekusi Kreditor 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut 
hartanya yang berada dalam penguasaan Debitor Pailit atau Kurator, ditangguhkan 
untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan 
pernyataan pailit diucapkan. Dari ketentuan pasal 56 ini, maka Pasal 55 ayat (1) tidak 
dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dikarenakan Pasal tersebut 
tidak konsisten karena di pasal 55 menyebutkan bahwa setiap kreditor hak agunan atas 
kebendaan lainnya yaitu kreditor separatis dapat mengeksekusi haknya seolah-seolah 
tidak terjadi kepailitan, akan tetapi Pasal 56 ayat (1) adanya pembatasan terhadap 
jangka waktu yang diberikan kepada kreditor separatis untuk menuntut hartanya 
dengan jangka waktu paling lama 90 hari, sehingga kedua pasal tersebut tidak 
memberikan adanya kepastian terhadap kreditor separatis untuk menuntut haknya dan 
tidak terdapat konsistensi terhadap kedua Pasal tersebut. Penundaan tersebut bertujuan 
untuk kepentingan usaha Debitor. Ketentuan penundaan tersebut telah meniadakan 
kewenangan yang seharusnya dimiliki oleh Kreditor separatis dalam hukum jaminan.  
Pihak pengadilan telah menunjuk kurator yang bertugas melakukan pengurusan 
terkait boedel pailit, namun kreditor separatis tetap memiliki hak untuk melakukan 
eksekusi sendiri terhadap jaminan yang dimilikinya.  Eksekusi tersebut dapat 
dilakukan setelah berakhirnya masa penangguhan atau dimulainya keadaan insolvensi. 
Kreditor separatis diberikan hak untuk mengusahakan sendiri eksekusi atas jaminan 
yang dimilikinya dalam jangka waktu paling lambat 2 bulan setelah dimulainya 
keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) UU Kepailitan 
dan PKPU. Adapun jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) UU 
Kepailitan-PKPU tersebut, merupakan waktu bagi kreditor yang bersangkutan untuk 
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mulai melaksanakan hak-nya (vide penjelasan Pasal 59 ayat (1)). Jika dalam kurun 
waktu tersebut, kreditor separatis tidak segera melaksanakan haknya tersebut, maka 
pihak kurator berhak untuk menuntut diserahkannya obyek jaminan tersebut untuk 
dijual sesuai dengan tata cara yang dalam Pasal 185 UU Kepalitan dan PKPU 
(vide Pasal 59 ayat (2)). 
Ketentuan jangka waktu sebagai diatur dalam Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan 
dan PKPU serta penjelasan tersebut hanya mengatur mengenai batas waktu bagi 
kreditor separatis untuk memulai haknya dalam melakukan eksekusi jaminan hak 
kebendaan. UU Kepailitan dan PKPU tidak membatasi lamanya waktu yang 
diperlukan untuk menyelesaikan eksekusi tersebut. Namun demikian dalam masa 
penangguhan, Kurator dapat mengeksekusi/menjual barang jaminan utang 
sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004, yaitu dengan alasan 
untuk kelangsungan usaha Debitor. Akan tetapi dilakukan dengan syarat-syarat 
sebagai berikut:9  
1) Harta tersebut berada dalam pengawasan Kurator;  
2) Kurator memberikan kompensasi sebagai perlindungan yang wajar kepada 
Kreditor dengan membayar jumlah terkecil antara harga pasar benda agunan 
dan jumlah utang yang dijamin dengan benda agunan tersebut kepada Kreditor 
yang bersangkutan.  
Penjualan jaminan kebendaan dilakukan dengan parate eksekusi yang cara-cara 
dilakukan dengan penjualan dimuka umum atau lelang menurut ketentuan pasal 185 
ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004. 
Permohonan kasasi dikabulkan dengan putusan nomor 560 K/Pdt.Sus-
Pailit/2021, maka keputusan dari pengadilan Niaga yang menghukum dan 
memerintahkan PT Bank UOB Indonesia untuk menyerahkan Sertifikat Nomor 1075 
atas nama pemegang Hak Bun Hui (dalam pailit) kepada Kurator in casu Penggugat 
menjadi batal. Selanjutnya PT. Bank UOB Indonesia, selaku kreditor separatis 
mempunyai hak untuk mengeksekusi atau menjual tanah yang menjadi jaminan kredit 
tersebut untuk melunasi piutang yang telah diberikan kepada Arifin Tjhin selaku 
Debitur. Jika ternyata hasil penjualan atau lelang melebihi besar piutangnya, maka 
selisihnya harus dikembalikan ke kurator untuk dimasukkan dalam boedel pailit. 
Boedel pailit itulah yang nantinya akan dibagikan kepada para kreditor lainnya secara 
proporsional. Sebaliknya jika hasil penjualan tersebut kurang atau tidak mencukupi, 
terhadap kekurangannya tersebut dapat memasukannya sebagai Kreditor konkuren, 





b. Fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah persyaratan yang 
harus dipenuhi untuk dinyatakan pailit sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 
ayat (4). Yang harus dibuktikan secara sederhana dalam Pasal 2 ayat (1): 
 adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu 
dan tidak dibayar.  
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c. Perlindungan hukum atas kedudukan kreditor separatis dalam kepailitan diatur 
dalam Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, namun 
ketiga Pasal tersebut dalam ayat-ayat tertentu terdapat tidak konsistennya 
dalam memberikan kepastian terhadap hak kreditor separatis.  
 
2. Saran 
a. Dibutuhkan ketelitian dan ketepatan dalam pembuktian sederhana dalam 
permohonan pernyataan kepailitan agar permohonan pernyataan pailit tidak 
berakhir ditolak atau dibatalkan oleh hakim karena arti dan batasan dari 
pembuktian sederhana masih relatif belum jelas, hakim seringkali menolak 
permohonan kepailitan dengan alasan tidak memenuhi pembuktian sederhana, 
kalaupun hakim Pengadilan Niaga menyatakan telah terbukti secara sederhana, 
tetapi Mahkamah Agung menyatakan sebaliknya. 
b. Kepada pembuatan undang-undang, agar dilakukan penyesuaian ketentuan 
mengenai penangguhan eksekusi kreditor separatis dalam kepailitan, karena 
penanguhan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum jaminan yang 
memberikan hak sepenuhnya kepada kreditor separatis untuk segera dapat 
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